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DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja;

2 Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota

3 Permenpan & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP-AP

4 Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

5 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Dairi

6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Keria Perangkat Daerah Kabupaten Dairi

1 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
2 Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan

3 Mampu menjaga rahasia jabatan

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 SOP Pengelolaan Surat Masuk
2 SOP Pengelolaan Surat Keluar

1 Lembar Kerja
2 Referensi

3 Peraturan Perundang-undangan
4 Komputer/Printer
5 Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik dan benar maka pelayanan bantuan hukum
akan mengalami hambatan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




"SOP PELAYANAN BANTUAN HUKUM

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Perangkat
Daerah /
Pemohon

Sekretaris
Daerah

Pelaksana
di Bagian
Hukum

Kepala
Bagian
Hukum

Perancang
Peraturan
Perundang-
undangan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Mengajukan surat permohonan Bantuan
Hukum

L

Menerima surat permohonan Bantuan
Hukum dari Perangkat Daerah kemudian di
disposisikan dan diserahkan ke Bagian
Hukum untuk di pelajari

Tidak

Buku, Agenda
Surat Masuk

10 Menit

Disposisi

Menerima, mengagendakan dan
memberikan lembar disposisi. Kemudian di
serahkan ke Kabag Hukum

Pisposisi

& Menit

Disposisi

Mendisposisikan Surat Permohonan
Bantuan Hukum tersebut kepada Perancang
Peraturan Perundang-undangan

Disposisi

110 Menit

Disposisi

Membuat kajian dan telaahan terhadap surat
yang di disposisikan, kemudian di serahkan
ke Kabag Hukum

Disposisi

3 Hari

Kajian/
Tindakan

Memberikan pendapat, pertimbangan dan
masukan apabila di perlukan, kemudian
memerintahkan perancang peraturan
perundang-undangan agar dilaksanakan
rapat serta memanggil instansi pemohon

<

Ya

Kajian

15 Menit

Undangan
Rapat

Mengundang instansi pemohon dalam rapat,
kemudian hasil rapat di serahkan ke Kabag
Hukum

Undangan
Rapat

3 Hari

Berkas Perkara

Melaporkan hasil Rapat kepada Sekretaris
Daerah

Hasit Rapat

30 Menit

Notulen Rapat

Menerima laporan hasil rapat untuk diambil
tindakan selanjutnya

Hasil Rapat

30 Menit’

Tindakan
Lanjutan

10

Menerima disposisi tindak lanjut pemohon

r

1

Pendampingan Bantuan Hukum




